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KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 157 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI
GOLONGAN POKOK PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM, DAN KEGIATAN
KEBUDAYAAN LAINNYA
BIDANG PERMUSEUMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun

2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi

Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian,

Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan,

Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya

Bidang Permuseuman;

b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional

Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi

Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum, dan

Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang Permuseuman

telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 18

November 2019 di Jakarta;



Mengingat

0 e

. bahwa sesuai surat Direktur Pelestarian Cagar Budaya

dan Permuseuman, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 6359/E2.5/KB/2019 tanggal 30
Desember 2019 telah disampaikan permohonan
penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan
Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip,
Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang

Permuseuman;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu

ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang

Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637),

. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang

Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun

2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1792);

. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun

2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

"y

MEMUTUSKAN:

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori
Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok
Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan
Lainnya Bidang Permuseuman, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam
penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.
Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau
kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5
(lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2020

___MENTERI KETENAGAKERJAAN
/<~ REPUBLIK INDONESIA,




LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 157 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KESENIAN,
HIBURAN DAN REKREASI GOLONGAN POKOK
PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM DAN
KEGIATAN KEBUDAYAAN LAINNYA BIDANG
PERMUSEUMAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Museum merupakan lembaga yang berfungsi melindungi,
mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya
kepada masyarakat. Untuk menjalankan fungsi tersebut maka museum
harus dikelola oleh sumber daya manusia yang kompeten. Sumber daya
manusia tersebut terdiri atas kepala museum, tenaga teknis dan tenaga
administrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lingkup tugas dan
tanggung jawab utama/bisnis inti (core business) Direktorat Pelestarian
Cagar Budaya dan Permuseuman adalah melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar
budaya dan permuseuman. Berdasarkan bisnis inti tersebut, Direktorat
Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman memiliki fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang registrasi nasional,
pelestarian cagar budaya, permuseuman, dokumentasi, dan
pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;

2. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi nasional,
pelestarian cagar budaya, permuseuman, dokumentasi, dan
pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;

Pelaksanaan registrasi nasional cagar budaya;

Pengelolaan cagar budaya nasional,



5. Pembinaan dan pengembangan tenaga cagar budaya dan
permuseuman;

6. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
registrasi, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan
tenaga cagar budaya dan permuseuman;

7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi,
pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga
cagar budaya dan permuseuman;

8. Pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat
di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman;

9. Pelaksanaan dokumentasi di bidang registrasi nasional, pelestarian
cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya
dan permuseuman;

10. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang registrasi nasional,
pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga
cagar budaya dan permuseuman;

11. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Salah satu fungsi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan
Permuseuman ada pada poin (5), yaitu tentang pembinaan dan
pengembangan tenaga permuseuman. Pembinaan sumber daya manusia
museum merupakan sebuah upaya untuk membentuk sumber daya
manusia kompeten. Pembinaan tersebut dilakukan dengan pemberian
bimbingan teknis, apresiasi, magang, dan pengembangan potensi diri.
Sementara kompetensi sumberdaya manusia dapat diketahui dengan
mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan wuntuk mengetahui
kemampuan setiap individu terkait aspek pengetahuan, keterampilan,
dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Pelaksanaan sertifikasi mengacu pada standar kompetensi kerja
internasional/nasional/khusus.

Dalam rangka menjalankan, meningkatkan dan mendefinisikan
kemampuan sumber daya manusia dalam aspek pengetahuan,
keterampilan dan sikap dalam melaksanakan pengelolaan museum,

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat



Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
menyusun  Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
Bidang Permuseuman. SKKNI tersebut mencangkup enam tenaga teknis
museum, yaitu register museum, kurator museum, konservator
museum, penata pameran museum, edukator museum, serta hubungan
masyarakat dan pemasaran museum. Tahun 2018 Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 196 Tahun 2018 tentang
Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori
Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip,
Museum, dan Kegiatan Kebudayaan lainnya Bidang Permuseuman.
Dalam SKKNI tersebut, telah tersusun dua kompetensi tenaga, yaitu
kompetensi untuk Kurator Museum dan kompetensi untuk Edukator
Museum.

Dinamisnya kompetensi kerja dalam bidang pengelolaan museum,
maka dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan menambahkan
kembali kompetensi tenaga pada SKKNI yang telah ditetapkan, yaitu
kompetensi untuk penata pameran museum serta hubungan
masyarakat dan pemasaran museum. Dengan adanya perubahan terkait
substansi maupun tata penulisan, maka dilakukan kaji ulang terhadap
SKKNI yang telah ditetapkan tersebut.

Standar ini dirumuskan dengan menggunakan acuan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Cagar Budaya;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pemajuan Kebudayaan;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015

tentang Museum;



5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun
2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Tahun 2015 - 2019;

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

B. Pengertian

1.

Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi,
mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan
mengomunikasikannya kepada masyarakat;

Koleksi museum adalah Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar
Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya dan/atau Bukan Cagar
Budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau
material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi
sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan,
teknologi, dan/atau pariwisata;

Kepala museum yaitu orang yang secara resmi ditunjuk, oleh pemilik
museum, untuk memimpin dan mengelola museum. Sebutan kepala
museum pada umumnya adalah kepala, direktur, koordinator,
ketua, manajer, deputi, dan sebagainya;

Register yaitu petugas teknis yang melakukan kegiatan pencatatan
dan pendokumentasian koleksi;

Kurator yaitu petugas teknis yang karena kompetensi keahliannya
bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi;

Konservator yaitu petugas teknis yang melakukan kegiatan
pemeliharaan dan perawatan koleksi;

Penata pameran yaitu petugas teknis yang melakukan kegiatan
perancangan dan penataan di museum,;

Edukator yaitu petugas teknis yang melakukan kegiatan edukasi dan

penyampaian informasi koleksi;



10.

11.

Hubungan masyarakat dan pemasaran yaitu petugas teknis
melakukan kegiatan komunikasi dan pemasaran program-program
museum;

Program edukasi adalah keseluruhan kegiatan jangka menengah dan
jangka panjang yang menjadi tanggung jawab museum dalam
mencapai visi dan misi sebagai Lembaga Pendidikan non formal
melalui kegiatan edukasi di museum,;

Kegiatan edukasi adalah kegiatan yang diperuntukkan bagi peserta

didik, pengunjung umum, dan pengunjung berkebutuhan khusus.

. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang

berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan

kebutuhan masing- masing:

1.

Untuk institusi pendidikan dan pelatihan

a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan
kurikulum;

b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan
sertifikasi.

Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja

a. Membantu dalam rekrutmen;

b. Membantu penilaian unjuk kerja;

c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan;
Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang
spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.

Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi

a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program
sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya;

b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan

sertifikasi.

. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Permuseuman



ditetapkan melalui Keputusan Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan
Permuseuman Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman,
Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 2741/E2.5/KB/2019 tentang Komite Standar
Kompetensi, Tim Perumus, dan Tim Verifikasi pada Rancangan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI), dalam rangka Kegiatan
Penyusunan RSKKNI Bidang Permuseuman tanggal 10 Juli 2019 dapat
dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi RSKKNI Bidang

Permuseuman.
JABATAN
NO NAMA INSTANSI/LEMBAGA DALAM TIM
) ) Direktorat Jenderal
1. | Hilmar Farid Kebudayaan Pengarah
5. | Fitra Arda Direktorat Pelestarian Cagar Ketua
Budaya dan Permuseuman
3 Yuni Astuti | Direktorat Pelestarian Cagar Sekretari
" | Ibrahim Budaya dan Permuseuman exretarts
. .. LSP Kebudayaan,
4. | Sri Hartini Kemendikbud Anggota
5 | Dedah Rufaedah Direktorat Pelestarian Cagar Anggota
Budaya dan Permuseuman
6 M. Natsir Ridwan | Direktorat Pelestarian Cagar Aneeota
" | Muslim Budaya dan Permuseuman 880
7 Desse Direktorat Pelestarian Cagar Anceota
" | Yussubrasta Budaya dan Permuseuman 880
g e Direktorat Pelestarian Cagar
8. | R Widiati Budaya dan Permuseuman Anggota
. Direktorat Pelestarian Cagar
9. | lvan Efendi Budaya dan Permuseuman Anggota
10 Rochie Wawolangi | Direktorat Pelestarian Cagar A ¢
" | Dajoh Budaya dan Permuseuman ngeota
11. | Evin Jalnia Putra Direktorat Pelestarian Cagar Anggota
Budaya dan Permuseuman
12. | Sari Juliastuti Direktorat Pelestarian Cagar Anggota
Budaya dan Permuseuman




Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Permuseuman

Sub Bidang Kurator Museum

JABATAN
NO NAMA INSTANSI/LEMBAGA DALAM TIM
1. | Gatot Ghautama | Praktisi Museum Ketua
M. Natsir Ridwan | Direktorat Pelestarian Cagar .
2. . Sekretaris
Muslim Budaya dan Permuseuman
Badan Nasional Sertifikasi
3. | Surono . Anggota
Profesi
4. | Kresno Yulianto Universitas Indonesia Anggota

) Direktorat Warisan dan
5. | Yunus Arbi Diplomasi Budaya Anggota

6. | Dani Wigatna Museum Nasional Indonesia Anggota

7. | Kartum Setiawan | Komunitas Museum Anggota

Direktorat Pelestarian Cagar

8. | Andini Perdana Budaya dan Permuseuman

Anggota

Direktorat Pelestarian Cagar

9. | Sari Juliastuti Budaya dan Permuseuman

Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Permuseuman

Sub Bidang Edukator Museum

JABATAN
NO NAMA INSTANSI/LEMBAGA DALAM TIM
1. | Gatot Ghautama | Praktisi Museum Ketua
M. Natsir Ridwan | Direktorat Pelestarian Cagar .
2. Sekretaris
M. Budaya dan Permuseuman
Prioyulianto .
3. Praktisi Museum Anggota
Hutomo




JABATAN

NO NAMA INSTANSI/LEMBAGA DALAM TIM
4. | Kresno Yulianto Universitas Indonesia Anggota
5. | Dani Wigatna Museum Nasional Indonesia Anggota
6. | Kartum Setiawan | Komunitas Museum Anggota
7. | Andini Perdana gggz;zrzgnpgee:rﬁiiig;far Anggota
8 | Sari Juliastuti Direktorat Pelestarian Cagar Anggota

Budaya dan Permuseuman

Sub Bidang Penata Pameran Museum

Tabel 3. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Permuseuman

JABATAN
NO NAMA INSTANSI/LEMBAGA DALAM TIM
1. | Gatot Ghautama | Praktisi Museum Ketua
5 | Ivan Efendi Direktorat Pelestarian Cagar Sekretaris
Budaya dan Permuseuman
3. | Kresno Yulianto Universitas Indonesia Anggota
4. | Dany Jumastanto | Independent Consultant Anggota
5 | Sari Juliastuti Direktorat Pelestarian Cagar Anggota
Budaya dan Permuseuman
6 Tomas Tri Utama | Direktorat Pelestarian Cagar Aneeota
" | Kristian Budaya dan Permuseuman 880
7. | Gusti Sarianggun Direktorat Pelestarian Cagar Anggota

Budaya dan Permuseuman




Tabel 4. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Permuseuman

Sub Bidang Hubungan Masyarakat dan Pemasaran Museum

JABATAN
NO NAMA INSTANSI/LEMBAGA DALAM TIM
1. Drs. Gatot Praktisi Museum Ketua
Ghautama
5 | Ivan Efendi Direktorat Pelestarian Cagar Sekretaris
Budaya dan Permuseuman
3. | Kresno Yulianto Universitas Indonesia Anggota
4. | Sri Patmiarsi R. Museum Nasional Anggota
5 | Sari Juliastuti Direktorat Pelestarian Cagar Anggota
Budaya dan Permuseuman
6 Tomas Tri Utama | Direktorat Pelestarian Cagar Aneeota
" | Kristian Budaya dan Permuseuman 880
7. | Gusti Sarianggun Direktorat Pelestarian Cagar Anggota

Budaya dan Permuseuman

Tabel 5. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Permuseuman

JABATAN
NO NAMA INSTANSI/LEMBAGA DALAM TIM
1 Yuni Astuti Direktorat Pelestarian Cagar Ketua
" | Ibrahim Budaya dan Permuseuman
M. Natsir Ridwan | Direktorat Pelestarian Cagar
2 v Budaya dan Permuseuman Anggota
Eva Laylatus Direktorat Pelestarian Cagar
3. Budaya dan Permuseuman Anggota

Sa’diyah




BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA

FUNGSI KUNCI

FUNGSI UTAMA

FUNGSI DASAR

Membina dan
menyiapkan

tenaga sumber
daya manusia
dalam bidang

permuseuman

Melakukan
pengelolaan
koleksi
museum

Melakukan
kajian  koleksi
museum

Menyusun
kebijakan
pengelolaan
koleksi
museum

Melaksanakan
pengadaan dan
penyimpanan
koleksi
museum

Melaksanakan
inventarisasi
koleksi
museum

Melaksanakan
penghapusan
dan pengalihan
kepemilikan
koleksi

museum

Melaksanakan
peminjaman
koleksi
museum

Melakukan
kajian  koleksi
untuk pameran
museum

Menyusun
materi

publikasi
berdasarkan
hasil kajian
koleksi

10



TUJUAN UTAMA

FUNGSI KUNCI

FUNGSI UTAMA

FUNGSI DASAR

Melakukan
kegiatan
pencatatan dan
pendokumenta-
sian koleksi *)

Melakukan
kegiatan
pemeliharaan

dan perawatan
koleksi *)

Mengomunikasi
kan koleksi
museum

Melakukan
kegiatan
edukasi dan
penyampaian
informasi
koleksi

museum

Menyusun
kebijakan
edukasi dan
penyampaian
informasi
koleksi

museum

Melaksanakan
program
edukasi di
museum
berbasis
penguatan
karakter

bangsa

Melaksanakan
program
edukasi di
museum untuk
pengunjung
umum

Melaksanakan
kegiatan
edukasi di
museum untuk
peserta didik
berkebutuhan
khusus dan
pengunjung
penyandang
disabilitas

Melakukan
penyampaian
informasi

11




TUJUAN UTAMA

FUNGSI KUNCI

FUNGSI UTAMA

FUNGSI DASAR

koleksi
museum

Melakukan
kegiatan
perancangan
dan penataan
di museum

Menyusun
kebijakan
pameran
museum

Merencanakan
program
pameran
museum

Merancang
pameran
museum

Mengimplement
asikan
rancangan
pameran
museum

Mengevaluasi
pameran
museum

Melakukan
kegiatan
hubungan
masyarakat dan
pemasaran  di
museum

Menyusun
kebijakan
hubungan
masyarakat dan
pemasaran
museum

Melaksanakan
hubungan
dengan media

Melaksanakan
hubungan
dengan
komunitas

Melaksanakan
hubungan
internal
museum

Melaksanakan
hubungan
dengan

12



TUJUAN UTAMA

FUNGSI KUNCI

FUNGSI UTAMA | FUNGSI DASAR

pengunjung

Melaksanakan
kegiatan
pemasaran
museum

*) Tidak tercakup dalam SKKNI ini dan diusulkan untuk disusun

kemudian.

B. Daftar Unit Kompetensi

NO Kode Unit Judul Unit Kompetensi

1. | R91MUS02.001.2 Menyusun Kebijakan Pengelolaan Koleksi
Museum

2 | R.9IMUS02.002.2 Melaksanakan Penga-daan dan
Penyimpanan Koleksi Museum

3 | R.91MUS02.003.2 Melaksanakan Inventarisasi Koleksi
Museum
Melaksanakan Penghapusan dan

4. | R91IMUS02.004.2 Pengalihan Kepemilikan Koleksi Museum

5 | R91MUS02.005.2 Melaksanakan Peminjaman Koleksi
Museum

6. | R.91IMUS02.006.2 Melakukan Kajian Koleksi untuk Pameran
Museum

7 | R.9IMUS02.007.2 Men-yusg-n Materi P}1b11ka31 berdasarkan
Hasil Kajian Koleksi

8 | R.91MUS02.008.2 Menyusun- Kebijakan E-duka31 Qan
Penyampaian Informasi Koleksi Museum
Melaksanakan Program Edukasi di

9. | R.91MUS02.009.2 | Museum Berbasis Penguatan Karakter
Bangsa

10. | R.9IMUS02.010.2 Melaksanakan Program.Eduka31 di
Museum untuk Pengunjung Umum
Melaksanakan Kegiatan Edukasi di
Museum untuk Peserta Didik

1. | R9IMUS02.011.2 Berkebutuhan Khusus dan Pengunjung
Penyandang Disabilitas

12. | R.91MUS02.012 2 Melakukan Penyampaian Informasi Koleksi
Museum

13. | R91MUS02.013.1 | Menyusun Kebijakan Pameran Museum

14. | R91MUS02.014.1 | Merencanakan Program Pameran Museum

13



NO Kode Unit Judul Unit Kompetensi

15. | R.91MUS02.015.1 Merancang Pameran Museum

16. | R.91MUS02.016.1 Mengimplementasikan Rancangan
Pameran Museum

17. | R91IMUS02.017.1 | Mengevaluasi Pameran Museum

18. | R.91IMUS02.018.1 Menyusun Kebijakan Hubungan
Masyarakat dan Pemasaran Museum

19. | R91IMUS02.019.1 | Melaksanakan Hubungan dengan Media

20. | R.91MUS02.020.1 Melaksgnakan Hubungan dengan
Komunitas

21. | R91MUS02.021.1 Melaksanakan Hubungan dengan Internal
Museum

22 | R.91MUS02.022. 1 Melakse}nakan Hubungan dengan
Pengunjung

23. | R.91MUS02.023.1 Melaksanakan Kegiatan Pemasaran

Museum
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C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT
JUDUL UNIT

DESKRIPSI UNIT

Museum

R.91MUS02.001.2

Menyusun Kebijakan Pengelolaan Koleksi

Unit kompetensi ini berhubungan dengan

pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja

yang dibutuhkan dalam menyusun dan

mengevaluasi kebijakan pengelolaan koleksi

museum.

ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

1.

Menganalisis konsep
kebijakan pengelolaan
koleksi terkait pekerjaan
kurator di museum

1.1

1.2

1.3

1.4

Konsep kebijakan pengelolaan
koleksi museum diidentifikasi sesuai
dengan ruang lingkup kerja kurator.

Tujuan konsep kebijakan
pengelolaan koleksi ditentukan
berdasarkan kebutuhan kerja
kurator.

Analisis konsep kebijakan

pengelolaan koleksi dilaksanakan
sesuai pekerjaan kurator.

Dampak kebijakan pengelolaan
koleksi yang akan timbul
disimpulkan berdasarkan analisis
konsep kebijakan.

pengelolaan koleksi
terkait pekerjaan kurator
di museum

2. Merumuskan kebijakan 2.1 Prosedur analisis kebijakan
pengelolaan koleksi pengelolaan koleksi ditetapkan
terkait pekerjaan kurator berdasarkan prinsip-prinsip
di museum pengelolaan koleksi.

2.2 Analisis konsep kebijakan ditelaah
berdasarkan prosedur kebijakan
koleksi.

2.3 Strategi kebijakan pengelolaan
koleksi ditentukan sesuai hasil
analisis kebijakan koleksi.

2.4 Rumusan kebijakan pengelolaan
koleksi disimpulkan berdasarkan
strategi yang ditentukan.

3. Menyusun kebijakan 3.1 Tim penyusun kebijakan

3.2

pengelolaan koleksi dinominasikan
kepada kepala museum.

Materi kebijakan pengelolaan
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ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

koleksi diidentifikasi sesuai
kebutuhan kerja kurator.

3.3 Materi kebijakan diklasifikasikan
sesuai dengan jenis pengelolaan
koleksi.

3.4 Rancangan kebijakan pengelolaan
koleksi diuji coba kepada pengelola
museum.

3.5 Penyusunan kebijakan pengelolaan
koleksi dilaksanakan berdasarkan
hasil uji coba.

4. Menerapkan kebijakan 4.1 Jenis-jenis kebijakan pengelolaan
pengelolaan koleksi koleksi dikomunikasikan kepada
terkait pekerjaan kurator unit-unit pengelola museum.

4.2 Materi kebijakan pengelolaan koleksi
dikoordinasikan dengan unit-unit
pengelola museum.

4.3 Penerapan kebijakan pengelolaan
koleksi dilaksanakan sesuai dengan
prinsip pekerjaan kurator.

5. Melakukan evaluasi 5.1 Metode evaluasi ditentukan sesuai
pelaksanaan kebijakan tujuan evaluasi.
pengelolaan koleksi 5.2 Kelebihan dan kekurangan

pelaksanaan kebijakan pengelolaan
koleksi diidentifikasi berdasarkan
umpan balik pelaksanaan.

5.3 Rangkuman hasil penilaian
pelaksanaan kebijakan pengelolaan
koleksi di museum disimpulkan
sesuai dengan hasil evaluasi.

5.4 Hasil evaluasi pelaksanaan

kebijakan pengelolaan koleksi
direkomendasikan kepada atasan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk kurator dalam menyusun

1.2

kebijakan pengelolaan koleksi museum.

Konsep kebijakan pengelolaan koleksi mencakup kebijakan terkait
administrasi dan pekerjaan kurasi. Kebijakan terkait administrasi
adalah  kebijakan pengadaan, inventarisasi, penyimpanan,

peminjaman, dan penghapusan koleksi museum. Sementara
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kebijakan terkait pekerjaan kurasi adalah kajian kebutuhan koleksi,
kajian untuk menfsirkan makna dan konteks koleksi, serta kajian
koleksi untuk menambah wawasan dan pengetahuan sesuai dengan
bidang ilmu dan keahlian kurator.

1.3 Dampak kebijakan pengelolaan koleksi yang akan timbul
dikarenakan kebijakan yaitu dampak positif dan dampak negatif.

1.4 Prinsip-prinsip pengelolaan koleksi yaitu:

1.4.1 Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang
berlaku;

1.4.2 Tidak bertentangan dengan norma dan nilai luhur yang
berlaku dalam kehidupan masyarakat.

1.5 Tim penyusun kebijakan pengelolaan koleksi yang dinominasikan
oleh kurator terdiri dari tenaga register, kurator, dan konservator.

1.6 Materi kebijakan pengelolaan koleksi yang terkait dengan peran
kurator meliputi materi pengadaan dan penghapusan, inventarisasi,
peminjaman, penyimpanan, pengkajian koleksi, dan pekerjaan
kurasi.

1.7 Rancangan kebijakan pengelolaan koleksi disosialisasikan kepada
mitra kerja sesama kurator dan seluruh tenaga teknis lainnya di
museum.

1.8 Jenis-jenis kebijakan pengelolaan koleksi dapat berupa keputusan
kepala museum, pedoman, prosedur operasional standar dan
petunjuk teknis.

1.9 Pelaksanaan kebijakan pengelolaan koleksi dinilai efektivitas
penerapannya berdasarkan:

1.9.1 Pencapaian terhadap target;
1.9.2 Pencapaian terhadap sasaran;

1.9.3 Pencapaian terhadap tujuan.

2. Peralatan dan perlengkapan
2.1 Peralatan
2.1.1 Alat pendokumentasian
2.1.2 Alat presentasi
2.1.3 Alat tulis
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2.2

2.1.4 Alat pengolah data
2.1.5 Alat transportasi
Perlengkapan

2.2.1 Referensi

2.2.2 Koneksi internet

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015

tentang Museum

4. Norma dan standar

4.1

4.2

Norma

(Tidak ada.)

Standar

4.2.1 Pedoman museum indonesia
4.2.2 Modul kurator museum

4.2.3 Prosedur operasional standar

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1

1.2

1.3

Dalam  pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan
peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen
yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji
Kompetensi (TUK) yang aman.

Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati
bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan
konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta,
sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode
tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi

bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)
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3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Koleksi museum
3.1.2 Peraturan perundangan terkait museum
3.1.3 Pedoman museum indonesia
3.1.4 Kebijakan pengelolaan teknis koleksi museum
3.1.5 Penyusunan kebijakan organisasi museum
3.2 Keterampilan
3.2.1 Berkomunikasi

3.2.2 Bekerjasama dalam tim

4. Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Cermat
4.2 Komunikatif
4.3 Teliti
4.4 Disiplin
4.5 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam melaksanakan analisis konsep kebijakan

pengelolaan koleksi

5.2 Ketelitian dalam melaksanakan penyusunan kebijakan pengelolaan
koleksi
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KODE UNIT
JUDUL UNIT

DESKRIPSI UNIT

R.91MUS02.002.2
Melaksanakan Pengadaan dan Penyimpanan
Koleksi Museum
Unit kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja
yang dibutuhkan dalam  melaksanakan

pengadaan dan penyimpanan koleksi museum.

ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

1. Melaksanakan kajian
kebutuhan koleksi sesuai sesuai dengan jenis museum.
dengan visi dan misi

museum

1.1 Kebutuhan koleksi diidentifikasi

1.2 Cara perolehan koleksi
diidentifikasi sesuai dengan
ketentuan undang-undang yang
berlaku.

1.3 Sumber perolehan koleksi
diidentifikasi sesuai dengan
ketentuan undang-undang yang
berlaku.

1.4 Kajian kebutuhan koleksi dibuat
berdasarkan hasil identifikasi

kebutuhan, cara perolehan, dan
sumber perolehan.

1.5 Hasil kajian kebutuhan koleksi yang
telah  dibuat, direkomendasikan
kepada atasan.

2. Melakukan kajian ilmiah | 2.1 Prinsip dan prosedur pengusulan

dalam pengadaan koleksi pengadaan ditentukan sesuai dengan
peraturan pemerintah tentang
museum.

2.2 Kriteria nilai ilmiah calon koleksi
dalam proses pengadaan ditentukan
sesuai kebijakan pengadaan koleksi.

2.3 Prinsip pencatatan bentuk, ruang,
dan waktu calon koleksi dalam
pengadaan ditentukan berdasarkan
kriteria nilai ilmiah.

2.4 Kajian ilmiah koleksi dalam proses
pengadaan dilakukan berdasarkan
hasil pencatatan bentuk, ruang, dan
waktu calon koleksi.

2.5 Kajian pengadaan koleksi
dirangkum berdasarkan hasil kajian
ilmiah, fisik, dan legalitas.
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ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

2.6 Hasil kajian pengadaan koleksi
yang telah disusun
direkomendasikan kepada atasan.

3. Melaksanakan pengadaan | 3.1 Dokumen pengadaan koleksi dibuat
koleksi sesuai dengan ketentuan atau

pedoman dalam pengadaan koleksi.

3.2 Pengawasan pemindahan koleksi
dari tempat asal ke museum
dilakukan sesuai dengan prosedur
pengadaan koleksi.

3.3 Laporan pengadaan koleksi dibuat
sesuai hasil pelaksanaan.

4. Melakukan kajian ilmiah 4.1 Kebutuhan sistem penyimpanan

penyimpanan koleksi koleksi diidentifikasi berdasarkan
museum jenis koleksi.

4.2 Konsep sistem penyimpanan
koleksi ditentukan berdasarkan
kebutuhan.

4.3 Kebutuhan dan konsep sistem
penyimpanan dianalisis sesuai

dengan hasil identifikasi.
4.4 Kajian ilmiah penyimpanan koleksi
dirangkum berdasarkan hasil kajian.
4.5 Hasil kajian ilmiah penyimpanan
koleksi yang telah disusun
direkomendasikan kepada atasan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1

1.2

Unit kompetensi ini berlaku untuk kurator dalam melaksanakan
pengadaan dan penyimpanan koleksi museum.

Cara perolehan koleksi diidentifikasi berdasarkan sumbernya
diantaranya berasal dari hasil penemuan, hasil pencarian, hibah,
imbalan jasa, pertukaran, pembelian, hadiah, warisan, atau

konversi.

1.3 Atasan museum adalah orang yang memiliki tingkat jabatan lebih

tinggi diatas kurator museum, dan sebutannya disesuaikan dengan
organisasi museum, misalnya kepala museum, koordinator kurator,

manajer museum, dan sebagainya.
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1.4 Kriteria nilai ilmiah calon koleksi dalam proses pengadaan
mencakup:

1.4.1 Koleksi sesuai dengan visi dan misi museum;

1.4.2 Koleksi yang diadakan jelas asal usulnya;

1.4.3 Koleksi memiliki nilai penting bagi perkembangan
kebudayaan manusia dan lingkungannya, sejarah, ilmu
pengetahuan, kebudayaan dan pariwisata;

1.4.4 Koleksi dapat diidentifikasi dari aspek ruang, waktu, bentuk,
dan fungsinya.

1.5 Prinsip pencatatan bentuk, ruang, dan waktu calon koleksi dalam
pengadaan yaitu memberikan gambaran akurat dan rinci tentang
calon koleksi, termasuk didalamnya tentang jenis calon koleksi
(patung, naskah, lukisan, perhiasan, dll), bahan, teknik pembuatan,
ukuran, warna, kondisi, ciri khas, dan legalitas calon koleksi.
Sementara prosedur pencatatan tergantung pada kebijakan
museum.

1.6 Kajian pengadaan koleksi dilakukan kurator bersama dengan
register dan konservator.

1.7 Hasil kajian pengadaan direkomendasikan oleh kurator kepada
kepala museum. Hasil kajian tersebut selanjutnya menjadi dasar
pengadaan koleksi.

1.8 Sistem penyimpanan koleksi mempertimbangkan:

1.8.1 Klasifikasi penempatan yang telah dirancang oleh kurator;

1.8.2 Risiko dan penanganan jika terjadi bencana;

1.8.3 Koleksi mudah ditemukan dan dicapai dengan penanganan
seminimal mungkin (minimum handling);

1.8.4 Terhubung dengan aplikasi database penyimpanan koleksi.

2. Peralatan dan perlengkapan
2.1 Peralatan
2.1.1 Alat pendokumentasian
2.1.2 Alat tulis
2.1.3 Alat transportasi
2.1.4 Alat pengolah data
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2.2

Perlengkapan

2.2.1 Referensi

2.2.2 Koneksi internet

2.2.3 Penyimpanan data

2.2.4 Benda untuk diklasifikasi
2.2.5 Formulir inventarisasi

2.2.6 Format label

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015

tentang Museum

4. Norma dan standar

4.1

4.2

Norma

(Tidak ada.)

Standar

4.2.1 Pedoman museum indonesia
4.2.2 Modul kurator museum

4.2.3 Prosedur operasional standar

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1

1.2

1.3

Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan
peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen
yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji
Kompetensi (TUK) yang aman.

Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama
dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks
asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber
daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode
tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi

bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
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2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Peraturan perundangan terkait museum
3.1.2 Pedoman museum indonesia
3.1.3 Inventarisasi koleksi museum
3.1.4 Sistem penyimpanan koleksi museum
3.1.5 Koleksi museum
3.1.6 Prosedur manajemen bencana di museum
3.2 Keterampilan
3.2.1 Berkomunikasi

3.2.2 Bekerjasama dalam tim

4. Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Cermat
4.2 Komunikatif
4.3 Teliti
4.4 Disiplin
4.5 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis
5.1 Ketelitian dalam menganalisis kajian kebutuhan koleksi berdasarkan
hasil identifikasi kebutuhan, cara perolehan, dan sumber perolehan
5.2 Ketelitian dalam melakukan kajian ilmiah koleksi dalam proses
pengadaan berdasarkan hasil pencatatan bentuk, ruang, dan waktu
calon koleksi
5.3 Ketelitian dalam menganalisis kebutuhan dan konsep sistem

penyimpanan
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KODE UNIT
JUDUL UNIT

DESKRIPSI UNIT

R.91MUS02.003.2

Melaksanakan Inventarisasi Koleksi
Museum

Unit kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja
yang dibutuhkan dalam  melaksanakan

inventarisasi koleksi museum.

ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

1. Melakukan klasifikasi
koleksi museum

1.1 Koleksi museum diidentifikasi
berdasarkan jenisnya.
1.2 Kriteria klasifikasi ditentukan

berdasarkan ciri persamaan atau
perbedaan koleksi.

1.3 Klasifikasi koleksi museum
ditentukan sesuai dengan kriteria
klasifikasi koleksi.

1.4 Hasil klasifikasi koleksi yang telah
ditentukan direkomendasikan
kepada atasan.

2. Membuat deskripsi
koleksi museum

2.1 Format inventarisasi koleksi
disusun  berdasarkan  kebijakan
inventarisasi koleksi.

2.2 Data registrasi koleksi
dideskripsikan ke dalam format
inventarisasi koleksi.

2.3 Data dalam format inventarisasi
dikomparasikan dengan koleksi.

2.4 Koleksi dianalisis berdasarkan jenis
koleksi.

2.5 Deskripsi tentang koleksi dibuat
sesuai dengan hasil analisis.

2.6 Hasil deskripsi koleksi dimasukkan
ke dalam database inventarisasi

koleksi.

3. Membuat sistem 3.1 Prinsip sistem penomoran
penomoran inventarisasi inventaris ditetapkan sesuai dengan
koleksi museum kebijakan inventarisasi koleksi

museum.

3.2 Jenis koleksi diklasifikasi untuk
menetapkan karakter dalam nomor
inventarisasi.
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ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

3.3 Sistem  penomoran inventarisasi
koleksi museum dibuat sesuai
dengan klasifikasi koleksi.

4. Membuat label koleksi 4.1 Format label koleksi ditentukan
museum sesuai dengan kebijakan
inventarisasi koleksi.
4.2 Informasi ringkas koleksi
dideskripsikan sesuai dengan jenis
koleksi.

4.3 Label koleksi dibuat sesuai dengan
format dan kebutuhan informasi
koleksi.

4.4 Label koleksi disertakan pada
koleksi sesuai dengan jenis, bentuk,
dan ukuran koleksi.

5. Menyusun katalog koleksi | 5.1 Format lembar kerja katalog koleksi
museum ditetapkan sesuai dengan kebijakan

inventarisasi koleksi.

5.2 Informasi katalog koleksi disiapkan
sesuai dengan format lembar kerja
katalog koleksi.

5.3 Penyusunan katalog koleksi
dilakukan berdasarkan data koleksi
yang telah tersedia.

5.4 Katalog koleksi dimasukkan dalam
format pangkalan data koleksi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1

1.2

1.3

Unit kompetensi ini berlaku untuk kurator dalam melaksanakan
inventarisasi koleksi museum.

Klasifikasi koleksi museum merupakan proses pengelompokan/
pengklasifikasian bersistem yang dapat berdasarkan ciri persamaan
atau perbedaan, misalnya klasifikasi berdasarkan bahan koleksi,
fungsi koleksi, disiplin ilmu, sub disiplin ilmu, asal daerah, kronologi
dan sebagainya.

Format inventarisasi koleksi merupakan formulir yang sedikitnya
berisi tentang nama benda, nomor inventaris, jenis koleksi,
ukuran/berat, asal benda, cara perolehan, tanggal pengadaan, lokasi

penyimpanan di museum, dan lain-lain.
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1.4 Registrasi koleksi adalah pendokumentasian koleksi ke dalam buku
Registrasi yang dilakukan oleh register, yang meliputi pemberian
nomor registrasi, pembuatan foto koleksi, dan pencatatan lalu lintas
koleksi.

1.5 Inventarisasi koleksi adalah pencatatan dan pengelolaan koleksi
yang dilakukan oleh kurator, yang meliputi pengklasifikasian koleksi,
pemberian nomor inventaris, pencatatan pada buku inventaris,
pembuatan kartu katalog koleksi, dan pengisian lembar kerja
kuratorial.

1.6 Prinsip sistem penomoran inventaris koleksi museum adalah sebagai
berikut:

1.6.1 Jika koleksi terbuat dari beberapa bahan yang berbeda, maka
nomor inventaris diberikan pada bahan yang lebih kuat atau
stabil. Jika semua bahan tersebut rapuh, maka label dapat
menggunakan tali atau pengikat;

1.6.2 Letakkan/tulisakan nomor inventaris pada posisi yang
mudah diakses atau terlihat dan dapat dibaca dengan baik;

1.6.3 Pertimbangkan dan pilihlah lokasi dan materi untuk
pemberian nomor, karena penghapusan nomor dapat
menyebabkan kerusakan terhadap koleksi;

1.6.4 Sebelum memberikan nomor inventarisasi pada koleksi,
aplikasikan metode penulisan pada benda lain yang bukan
koleksi museum;

1.6.5 Penulisan nomor inventarisasi setelah angka terakhir harus
diberi titik.

1.7 Label koleksi merupakan identitas yang menyertai koleksi dan pada
umumnya berupa lembaran yang diikatkan atau ditempelkan pada
koleksi yang memuat nomor inventarisasi dan informasi ringkas

tentang koleksi.

2. Peralatan dan perlengkapan
2.1 Peralatan
2.1.1 Alat pendokumentasian

2.1.2 Alat tulis
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2.1.3 Alat transportasi
2.1.4 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Referensi

2.2.2 Koneksi internet

2.2.3 Penyimpanan data

2.2.4 Benda untuk diklasifikasi
2.2.5 Formulir inventarisasi

2.2.6 Format label

3. Peraturan yang diperlukan

3.1

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015

tentang Museum

4. Norma dan standar

4.1

4.2

Norma

(Tidak ada.)

Standar

4.2.1 Pedoman museum indonesia
4.2.2 Modul kurator museum

4.2.3 Prosedur operasional standar

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1

1.2

Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan
peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen
yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji
Kompetensi (TUK) yang aman.

Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama
dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks
asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber

daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
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1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode
tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi

bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Peraturan perundangan terkait museum
3.1.2 Pedoman Museum Indonesia
3.1.3 Inventarisasi koleksi museum
3.1.4 Sistem penyimpanan koleksi museum
3.1.5 Koleksi museum
3.1.6 Prosedur manajemen bencana di museum
3.2 Keterampilan
3.2.1 Berkomunikasi

3.2.2 Bekerjasama dalam tim

4. Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Cermat
4.2 Komunikatif
4.3 Teliti
4.4 Disiplin
4.5 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam menentukan klasifikasi koleksi sesuai dengan

kriteria klasifikasi koleksi

5.2 Ketelitian dalam menetapkan karakater dalam nomor inventarisasi
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KODE UNIT : R.91MUS02.004.2

JUDUL UNIT : Melaksanakan Penghapusan dan Pengalihan

Kepemilikan Koleksi Museum
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan

pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja

yang dibutuhkan dalam melaksanakan kajian

penghapusan dan pengalihan kepemilikan

koleksi museum.

ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

1. Membuat kajian
kebutuhan penghapusan
koleksi museum

1.1

1.2

1.3

Usulan penghapusan koleksi
diidentifikasi berdasarkan relevansi
koleksi dengan visi dan misi
museum.

Kajian kebutuhan penghapusan
koleksi dilakukan berdasarkan
usulan penghapusan koleksi.

Hasil kajian kebutuhan
penghapusan koleksi yang telah
dibuat, direkomendasikan kepada
atasan.

2. Melakukan kajian
penghapusan koleksi

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Prinsip dan prosedur penghapusan
koleksi ditentukan sesuai dengan
peraturan pemerintah tentang
museum.

Kriteria nilai ilmiah koleksi dalam
proses penghapusan ditentukan
sesuai kebijakan penghapusan
koleksi.

Koleksi yang akan di hapus dirujuk
silang dengan catatan koleksi.

Kajian ilmiah koleksi dalam proses
penghapusan dilaksanakan sesuai
dengan  prinsip dan  prosedur
penghapusan koleksi.

Hasil kajian penghapusan koleksi
yang dibuat direkomendasikan
kepada kepala museum.

Hasil kajian penghapusan koleksi
yang berstatus Cagar Budaya
direkomendasikan kepada Tim Ahli
Cagar Budaya Nasional sesuai
dengan peraturan perundangan yang
berlaku.
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ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

3. Melaksanakan pengalihan | 3.1 Prinsip dan prosedur pengalihan
kepemilikan koleksi kepemilikan  koleksi  ditentukan

sesuai dengan peraturan pemerintah
tentang museum.

3.2 Kriteria nilai ilmiah koleksi dalam
proses pengalihan kepemilikan
koleksi ditentukan sesuai kebijakan
penghapusan koleksi.

3.3 Koleksi yang akan dialihkan
kepemilikannya dirujuk silang
dengan catatan koleksi.

3.4 Kajian ilmiah koleksi dilaksanakan
sesuai dengan prinsip dan prosedur
pengalihan kepemilikan.

3.5 Hasil kajian pengalihan kepemilikan

koleksi yang dibuat
direkomendasikan kepada kepala
museum.

3.6 Pengalihan  kepemilikan  koleksi
dilaksanakan sesuai dengan hasil
kajian.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Unit kompetensi ini berlaku untuk kurator dalam melaksanakan
penghapusan dan pengalihan kepemilikan koleksi museum.

Usulan penghapusan koleksi dari aspek fisik disampaikan oleh
konservator sedangkan usulan penghapusan koleksi yang hilang dan
dihentikan pencariannya disampaikan oleh tim penyidik kasus
kehilangan koleksi.

Relevansi koleksi adalah kesesuaian antara informasi atau konten
koleksi dengan visi misi museum.

Prinsip penghapusan yaitu koleksi yang sudah rusak dan tidak
dapat diperbaiki lagi, hilang (lebih dari enam tahun), musnah
dan/atau mengandung material atau bahan koleksi membahayakan.
Prosedur penghapusan, yaitu:

1.5.1 Kepala museum membentuk tim penghapusan, yang masing-

masing terdiri dari kurator, tenaga register, dan konservator;
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1.5.2 Tim melakukan kajian penghapusan (terdiri dari kajian aspek
ilmiah, legal, dan fisik;

1.5.3 Hasil kajian direkomendasikan kepada kepala museum;

1.5.4 Penghapusan tidak menghapus data koleksi.

1.6 Hasil kajian penghapusan koleksi yang dibuat direkomendasikan
oleh kurator bersama dengan tenaga register dan konservator kepada
pemimpin museum. Hasil kajian tersebut selanjutnya menjadi salah
satu dasar sebuah benda menjadi koleksi akan dihapus sebagai

koleksi museum, namun tidak menghapus data koleksi tersebut.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan
2.1.1 Alat pendokumentasian
2.1.2 Alat tulis
2.1.3 Alat transportasi
2.1.4 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan
2.2.1 Referensi
2.2.2 Koneksi internet
2.2.3 Penyimpanan data
2.2.4 Benda untuk diklasifikasi

2.2.5 Form inventarisasi

3. Peraturan yang diperlukan
3.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015
tentang Museum
3.2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor
50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik
Negara (khusus untuk museum yang dikelola oleh pemerintah dan

pemerintah daerah)
4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)
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4.2

Standar
4.2.1 Pedoman museum indonesia
4.2.2 Modul kurator museum

4.2.3 Prosedur operasional standar

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1

1.2

1.3

Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan
peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen
yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji
Kompetensi (TUK) yang aman.

Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati
bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan
konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta,
sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode
tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi

bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Koleksi museum

3.1.2 Peraturan perundangan terkait museum
3.1.3 Pedoman-pedoman museum di Indonesia
3.1.4 Pengadaan koleksi museum

3.1.5 Penghapusan koleksi museum

3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkomunikasi

3.2.2 Kerjasama tim
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4. Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Cermat
4.2 Komunikatif
4.3 Teliti
4.4 Disiplin
4.5 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam melakukan kajian kebutuhan penghapusan koleksi

berdasarkan usulan penghapusan koleksi

5.2 Ketelitian dalam melakukan proses penghapusan koleksi oleh

kurator

5.3 Ketelitian dalam melakukan rujuk silang antara koleksi yang akan

dialihkan kepemilikannya dengan catatan koleksi
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KODE UNIT : R.91MUSO02.005.2

JUDUL UNIT : Melaksanakan Peminjaman Koleksi Museum

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan

pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja

yang

dibutuhkan dalam melaksanakan

peminjaman koleksi museum.

ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

1. Menyusun rekomendasi
peminjaman koleksi

1.1

1.2

1.3

1.4

Prinsip, prosedur, dan kriteria
ilmiah peminjaman koleksi
ditentukan sesuai dengan kebijakan
peminjaman koleksi.

Proposal peminjaman koleksi dari
museum/instansi peminjam (kurator
peminjam) dikaji sesuai dengan
prinsip, prosedur, dan kriteria ilmiah
peminjaman koleksi.

Data terkait koleksi yang akan
dipinjam disiapkan sesuai dengan
kebutuhan peminjam.

Rekomendasi peminjaman koleksi
beserta data terkait koleksi yang
telah disiapkan disampaikan kepada
atasan.

2. Melaksanakan kajian
kebutuhan peminjaman
koleksi

2.1

2.2

2.3

2.4

Kebutuhan koleksi yang akan
dipinjam ditetapkan sesuai dengan
visi dan misi museum.

Sumber perolehan koleksi
diidentifikasi sesuai dengan
kebutuhan.

Kajian kebutuhan koleksi dilakukan

sesuai dengan hasil identifikasi
kebutuhan peminjaman koleksi.

Hasil kajian kebutuhan peminjaman
koleksi yang telah dibuat
direkomendasikan kepada atasan.

3. Menyusun proposal
peminjaman koleksi

3.1

3.2

Prosedur peminjaman koleksi yang
diberlakukan oleh pemilik koleksi
diidentifikasi sesuai dengan
kebutuhan peminjaman koleksi.

Proposal peminjaman disusun sesuai

dengan hasil kajian kebutuhan
peminjaman koleksi museum.
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ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

3.3 Proposal peminjaman yang telah
disusun direkomendasikan kepada
atasan.

BATASAN VARIABEL
1. Kontek variabel
1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk kurator dalam melaksanakan
peminjaman koleksi museum.
1.2 Prinsip peminjaman adalah, sebagai berikut:

1.2.1 Memperhatikan unsur keamanan, keselamatan dan keutuhan
koleksi;

1.2.2 Dibuat dengan perjanjian tertulis;

1.2.3 Penjaminan asuransi koleksi;

1.2.4 Menjaga keseimbangan substansi tata pameran tetap di
museum;

1.2.5 Tidak boleh melakukan dokumentasi, publikasi, replikasi,
duplikasi dan reproduksi koleksi tanpa ijin tertulis dari
pemilik koleksi.

1.3 Prosedur peminjaman, yaitu:

1.3.1 Prosedur meminjamkan koleksi
a. Kajian proposal peminjaman, baik secara teknis maupun

administrasi oleh kurator;

b. Kajian kondisi koleksi yang akan dipinjam dilakukan oleh
konservator;

c. Pembuatan berita acara peminjaman, pengepakan dan
pengiriman sesuai dengan standar, pengawasan koleksi
selama peminjaman yang dilakukan oleh tenaga register;

d. Kajian kondisi koleksi setelah dikembalikan yang
dilakukan oleh kurator, tenaga register, dan konservator.

1.3.2 Prosedur meminjam koleksi
a. Melakukan kajian kebutuhan koleksi untuk dipinjam;

b. Membuat proposal peminjaman koleksi;

c. Melakukan pengecekan koleksi yang akan dipinjam;
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d. Membuat berita acara peminjaman;

e. Mengembalikan koleksi yang telah dipinjam.

1.4 Kriteria ilmiah peminjaman adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kurator pemilik koleksi sebelum meminjamkan koleksi harus:

a. Mengkaji kelayakan nilai informasi dan keterbatasan
jumlah koleksi, agar tidak mempengaruhi penyajian di
museum pemilik koleksi;

b. Menyiapkan informasi yang berkaitan dengan koleksi yang
akan dipinjamkan;

c. Mengkaji dampak sosial, budaya, dan politik yang diduga
dapat timbul di lingkungan pemilik dan/atau di tempat
peminjam;

d. Melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan dan
pengemasan informasi yang berkaitan dengan koleksi
selama masa peminjaman setelah koleksi dikembalikan.

1.4.2 Kurator peminjam koleksi sebelum meminjam koleksi harus
mengkaji dan membuat proposal peminjaman berdasarkan
persyaratan dari kurator pemilik koleksi.

1.5 Proposal peminjaman koleksi adalah proposal yang disusun oleh
peminjam koleksi untuk meyakinkan pihak yang meminjamkan
koleksi.

1.6 Sumber perolehan koleksi yang dimaksud adalah pihak yang dapat

meminjamkan koleksinya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan
2.1.1 Alat pendokumentasian
2.1.2 Alat tulis
2.1.3 Alat transportasi

2.2 Perlengkapan
2.2.1 Referensi
2.2.2 Koneksi internet
2.2.3 Penyimpanan data
2.2.4 Benda untuk diklasifikasi
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2.2.5 Form inventarisasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1

3.2

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015
tentang Museum

Peraturan  Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor
50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik
Negara (khusus untuk museum yang dikelola oleh pemerintah dan

pemerintah daerah)

4. Norma dan standar

4.1

4.2

Norma

(Tidak ada.)

Standar

4.2.1 Pedoman museum indonesia

4.2.2 Pedoman peminjaman koleksi museum
4.2.3 Modul kurator museum

4.2.4 Prosedur operasional standar

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1

1.2

1.3

Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan
peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen
yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji
Kompetensi (TUK) yang aman.

Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama
dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks
asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber
daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode
tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi

bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
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2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Peraturan perundangan terkait museum
3.1.2 Pedoman museum indonesia
3.1.3 Peminjaman koleksi museum
3.1.4 Koleksi museum
3.2 Keterampilan
3.2.1 Berkomunikasi

3.2.2 Kerjasama tim

4. Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Cermat
4.2 Komunikatif
4.3 Teliti
4.4 Disiplin
4.5 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam mengkaji proposal peminjaman koleksi dari

museum/instansi peminjam

5.2 Ketelitian dalam melakukan kajian kebutuhan peminjaman koleksi
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KODE UNIT : R.91MUSO02.006.2

JUDUL UNIT : Melakukan Kajian Koleksi untuk Pameran
Museum
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan,

pengetahuan, dan sikap kerja yang dibutuhkan

dalam merencanakan dan melakukan kajian

koleksi untuk pameran.

ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

1. Melaksanakan kajian
untuk menafsirkan makna
dan konteks koleksi

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Koleksi yang berpotensi dapat
menambah pengetahuan dan
pengembangan bidang ilmu
diidentifikasi berdasarkan kualitas
informasinya.

Permasalahan kajian koleksi
dirumuskan sesuai dengan hasil
identifikasi.

Metode kajian koleksi ditetapkan
sesuai tujuan kajian.

Kajian koleksi untuk menafsirkan
makna dan konteks koleksi
dilakukan sesuai dengan metode
kajian.

Hasil kajian untuk menafsirkan
makna dan konteks koleksi
direkomendasikan kepada atasan.

2. Melaksanakan kajian
koleksi untuk penyajian
pameran

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Tema pameran tetap ditentukan
sesuai dengan visi dan misi
museum.

Tema pameran temporer ditentukan
berdasarkan hasil kajian kebutuhan.

Koleksi untuk penyajian pameran
dikaji sesuai dengan tema pameran.

Alur cerita dan narasi sesuai tema
pameran diilustrasikan sesuai hasil
kajian.

Hasil kajian koleksi untuk penyajian
pameran direkomendasikan kepada
kepala museum.

3. Melakukan evaluasi
rancangan penyajian
koleksi dalam pameran

3.1

Kesesuaian jenis koleksi yang
disajikan diidentifikasi berdasarkan
rancangan penyajian pameran.
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ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

3.2 Informasi dan konteks koleksi yang
disajikan dibandingkan satu sama
lainnya.

3.3 Sensitivitas nilai koleksi
dipertimbangkan berdasarkan aspek
ideologi, sosial, politik, dan budaya.

3.4 Hasil evaluasi pelaksanaan kajian
direkomendasikan kepada kepala
museum.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1

1.2

Unit kompetensi ini berlaku untuk kurator dalam merencanakan dan
melakukan kajian koleksi untuk pameran.

Metode kajian koleksi meliputi:

1.2.1 Pengumpulan data;

1.2.2 Pengolahan data;

1.2.3 Penafsiran data.

1.3 Alur cerita adalah rangkaian tahapan jalan cerita pada sebuah

1.4

pameran museum. Alur cerita dapat disampaikan secara tematik
atau kronologis. Alur cerita ini selanjutnya akan menjadi dasar
dalam penentuan alur pengunjung museum, seperti alur langsung
(direct plan), alur terbuka (open plan), alur memutar (radial plan),
atau alur acak (random plan).

Narasi merupakan penjelasan atau tulisan yang menjelaskan tentang
pameran dan koleksi yang dipamerkan. Beberapa bentuk narasi yang
dibuat adalah label introduksi (introductory atau orientation labels),

label grup dan label spesifik (caption).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1

Peralatan
2.1.1 Referensi
2.1.2 Koneksi internet

2.1.3 Teknologi informasi
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2.2

Perlengkapan

2.2.1 Alat pendokumentasian

2.2.2 Alat presentasi

2.2.3 Alat tulis

2.2.4 Alat transportasi

2.2.5 Alat kerja penanganan koleksi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015

tentang Museum

4. Norma dan standar

4.1

4.2

Norma

(Tidak ada.)

Standar

4.2.1 Pedoman museum indonesia
4.2.2 Konsep penyajian museum
4.2.3 Modul kurator museum

4.2.4 Prosedur operasional standar

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1

1.2

1.3

Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan
peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen
yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji
Kompetensi (TUK) yang aman.

Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama
dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks
asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber
daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode
tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi

bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
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2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Peraturan perundangan terkait museum
3.1.2 Pedoman museum indonesia
3.1.3 Peminjaman koleksi museum
3.1.4 Koleksi museum
3.2 Keterampilan
3.2.1 Berkomunikasi

3.2.2 Kerjasama tim

4. Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Cermat
4.2 Komunikatif
4.3 Teliti
4.4 Disiplin
4.5 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam menafsirkan kajian koleksi untuk mengetahui

makna dan konteks koleksi

5.2 Ketelitian dalam mempertimbangkan sensitivitas nilai koleksi
dipertimbangkan berdasarkan aspek ideologi, sosial, politik, dan

budaya
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KODE UNIT : R.91MUSO02.007.2

JUDUL UNIT : Menyusun Materi Publikasi berdasarkan

Hasil Kajian Koleksi

DESKRIPSI UNIT ¢ Unit

ini

berhubungan dengan keahlian,

pengetahuan, dan sikap kerja yang dibutuhkan

dalam menyusun materi publikasi (cetak dan

elektronik) berdasarkan hasil kajian koleksi.

ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

1. Melaksanakan pembuatan
materi publikasi untuk
penambahan wawasan
dan pengetahuan

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Jenis koleksi diidentifikasi sesuai
dengan tema publikasi koleksi.

Substansi materi publikasi koleksi
dikaji sesuai dengan hasil
identifikasi.

Rancangan materi publikasi dibuat
bersama dengan edukator.

Materi publikasi koleksi
direkomendasikan kepada kepala
museum.

Pembuatan materi publikasi koleksi

dilaksanakan sesuai kebutuhan
tema  publikasi koleksi untuk

penambahan wawasan dan
pengetahuan.
2. Melakukan pembuatan 2.1 Kebutuhan materi publikasi

materi publikasi terkait
dengan promosi

2.2

2.3

2.4

2.5

diidentifikasi sesuai kebutuhan
promosi.

Kriteria materi publikasi untuk
promosi ditentukan bersama tenaga
hubungan masyarakat dan
pemasaran.

Substansi materi publikasi koleksi
dan media promosi ditentukan
bersama dengan tenaga hubungan
masyarakat dan pemasaran.

Materi publikasi untuk promosi
disusun sesuai media promosi.

Materi publikasi dan media promosi
direkomendasikan kepada kepala
museum.

3. Melakukan pembuatan
materi publikasi terkait
perancangan program

3.1

Materi publikasi diidentifikasi sesuai
dengan kebutuhan program publik.
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ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

publik 3.2
3.3

3.4

untuk
publik

Kriteria materi publikasi
penyusunan program
ditentukan bersama edukator.

Substansi materi publikasi koleksi

ditentukan bersama dengan
edukator.
Materi publikasi untuk program

publik disusun sesuai
program publik.

rancangan

rancangan materi
publikasi koleksi,
publikasi pelaksanaan
promosi, dan publikasi
program publik

4.2

4.3

4.4

4.5

3.5 Materi publikasi program publik
direkomendasikan kepada kepala
museum.

4. Melakukan evaluasi 4.1 Kelebihan dan kekurangan materi

publikasi diidentifikasi berdasarkan
penerapan rancangan publikasi dan
promosi.

Metode evaluasi ditentukan sesuai
tujuan evaluasi.

Substansi materi publikasi dianalisis
sesuai identifikasi.

Hasil analisis materi
koleksi, publikasi promosi, dan
publikasi program publik
dirumuskan bersama dengan tenaga
hubungan masyarakat dan

pemasaran serta edukator.

Hasil evaluasi rancangan materi
publikasi koleksi, publikasi
pelaksanaan promosi, dan publikasi
program publik direkomendasikan
kepada kepala museum.

publikasi

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk kurator dalam menyusun materi

publikasi (cetak dan elektronik) berdasarkan hasil kajian koleksi.

1.2 Kebutuhan materi publikasi
dengan permintaan dari

pe€masararn.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

edukator,

dipersiapkan oleh kurator sesuai

hubungan masyarakat dan
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2.2

2.1.1 Alat pendokumentasian
2.1.2 Alat tulis

2.1.3 Alat pengolah data
Perlengkapan

2.2.1 Referensi

2.2.2 Data koleksi

2.2.3 Teknologi informasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015

tentang Museum

4. Norma dan standar

4.1

4.2

Norma

(Tidak ada.)

Standar

4.2.1 Pedoman museum indonesia
4.2.2 Modul kurator museum

4.2.3 Prosedur operasional standar

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1

1.2

1.3

Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan
peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen
yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji
Kompetensi (TUK) yang aman.

Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama
dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks
asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber
daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode
tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi

bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
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2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Peraturan perundangan terkait museum
3.1.2 Pedoman museum indonesia
3.1.3 Publikasi museum
3.1.4 Koleksi museum
3.2 Keterampilan
3.2.1 Berkomunikasi

3.2.2 Kerjasama tim

4. Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Cermat
4.2 Komunikatif
4.3 Teliti
4.4 Disiplin
4.5 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis
5.1 Ketelitian dalam mengkaji substansi materi publikasi koleksi

5.2 Ketelitian dalam menganalisis substansi materi publikasi
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KODE UNIT

JUDUL UNIT

DESKRIPSI UNIT

R.91MUS02.008.2

Menyusun Kebijakan Edukasi dan
Penyampaian Informasi Koleksi Museum

Unit kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja
yang dibutuhkan dalam menyusun dan

mengevaluasi kebijakan edukasi museum.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Menganalisis konsep
kebijakan edukasi dan

1.1 Konsep kebijakan edukasi dan
penyampaian informasi koleksi

penyampaian informasi museum diidentifikasi sesuai dengan
koleksi terkait pekerjaan ruang lingkup kerja edukator.

edukator di museum

1.2 Tujuan konsep kebijakan edukasi
dan penyampaian informasi koleksi
ditentukan berdasarkan visi dan misi
museum.

1.3 Dampak kebijakan edukasi dan
penyampaian informasi koleksi
yang akan timbul disimpulkan
berdasarkan analisis konsep
kebijakan.

1.4 Analisis konsep kebijakan edukasi
dan penyampaian informasi koleksi
dilaksanakan sesuai dengan ruang
lingkup pekerjaan edukator.

2. Merumuskan kebijakan 2.1 Prosedur analisis kebijakan edukasi
edukasi dan penyampaian dan penyampaian informasi koleksi
informasi koleksi terkait ditetapkan berdasarkan prinsip-

pekerjaan edukator di

museum

prinsip edukasi di museum.

2.2 Analisis konsep kebijakan ditelaah
berdasarkan prosedur kebijakan
koleksi.

2.3 Strategi kebijakan edukasi dan
penyampaian informasi koleksi
ditentukan sesuai hasil analisis
kebijakan koleksi.

2.4 Rumusan kebijakan edukasi dan
penyampaian informasi koleksi
disimpulkan berdasarkan strategi
yang ditentukan.

3. Menyusun kebijakan

3.1 Penyusun kebijakan edukasi dan

edukasi dan penyampaian penyampaian informasi koleksi
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ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

informasi koleksi terkait
pekerjaan edukator di
museum

3.2

3.3

3.4

3.5

dinominasikan kepada atasan.

Materi kebijakan edukasi dan
penyampaian informasi koleksi
diidentifikasi sesuai kebutuhan kerja
edukator.

Materi kebijakan diklasifikasikan
sesuai dengan kategori pengunjung.

Rancangan kebijakan edukasi diuji
coba kepada pengelola museum.

Penyusunan kebijakan edukasi dan
penyampaian informasi koleksi
dilaksanakan berdasarkan hasil uji
coba.

Menerapkan kebijakan
edukasi dan penyampaian
informasi koleksi terkait
pekerjaan edukator

4.1

4.2

4.3

Jenis-jenis kebijakan edukasi dan
penyampaian informasi koleksi
dikomunikasikan kepada unit-unit
pengelola museum.

Materi kebijakan edukasi dan
penyampaian informasi koleksi
dikoordinasikan dengan unit-unit
pengelola museum.

Penerapan kebijakan edukasi dan
penyampaian informasi koleksi
dilaksanakan sesuai dengan prinsip
pekerjaan edukator.

Melakukan evaluasi
pelaksanaan kebijakan
edukasi dan penyampaian
informasi koleksi

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Tahap-tahap evaluasi ditetapkan
sesuai dengan prosedur operasional
standar kegiatan evaluasi.

Pelaksanaan kebijakan edukasi
diidentifikasi permasalahannya.

Permasalahan kebijakan edukasi dan
penyampaian informasi koleksi
dianalisis berdasarkan kesesuaian
antara pelaksanaan dengan tujuan.

Kesimpulan evaluasi disusun
berdasarkan hasil analisis.

Hasil evaluasi penerapan kebijakan
edukasi dan penyampaian informasi
koleksi direkomendasikan kepada
kepala museum.

49



BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Unit kompetensi ini berlaku untuk edukator dalam menyusun dan
mengevaluasi kebijakan edukasi dan penyampaian informasi koleksi
di museum.

Kebijakan edukasi di museum meliputi kebijakan pelaksanaan

program edukasi berbasis penguatan karakter bangsa, pelaksanaan

program edukasi untuk pengunjung umum dan berkebutuhan
khusus, dan pelaksanaan penyampaian informasi koleksi museum.

Ruang lingkup kerja edukator meliputi:

1.3.1 Mengkreasi, menyusun, mengevaluasi, dan mengembangkan
program edukasi di museum;

1.3.2 Menyusun kurikulum edukasi di museum;

1.3.3 Menjalin kerjasama dengan sekolah dan masyarakat dibidang
edukasi di museum;

1.3.4 Melaksanakan program publik;

1.3.5 Melakukan pendampingan terhadap terhadap pengunjung
peserta didik berkebutuhan khusus dan pengunjung
penyandang disabilitas.

Kebutuhan kerja edukator:

1.4.1 Tim pelaksana program edukasi;

1.4.2 Buku panduan untuk edukator;

1.4.3 Alat peraga edukasi (educational kit);

1.4.4 Ruang edukasi;

1.4.5 Ruang edukasi anak (kids corner).

Dampak kebijakan pengelolaan koleksi yang akan timbul

dikarenakan kebijakan yaitu dampak positif dan dampak negatif.

Prinsip-prinsip edukasi dan penyampaian informasi koleksi di

museum yaitu:

1.6.1 Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;

1.6.2 Sesuai dengan norma dan nilai luhur yang berlaku dalam
kehidupan masyarakat;

1.6.3 Selaras dengan visi dan misi museum;

1.6.4 Edukasi di museum diperuntukkan bagi seluruh khalayak;
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1.7

1.8

1.9

1.6.5 Edukasi di museum untuk menunjang proses belajar seumur
hidup (lifelong education).

Penyusun kebijakan edukasi dan penyampaian informasi koleksi di
museum adalah tim yang terdiri dari edukator, kurator, penata
pameran, serta tenaga hubungan masyarakat dan pemasaran.

Materi kebijakan edukasi dan penyampaian informasi koleksi di
museum yang terkait dengan peran edukator meliputi penyusunan
dan pelaksanaan program edukasi di museum untuk anak, pelajar,
umum, dan pengunjung berkebutuhan khusus serta melakukan
penyampaian informasi koleksi museum.

Rancangan kebijakan edukasi dan penyampaian informasi koleksi di
museum disosialisasikan kepada mitra kerja sesama edukator

maupun ke seluruh tenaga teknis museum.

1.10Jenis-jenis kebijakan edukasi dan penyampaian informasi koleksi di

museum dapat berupa keputusan atasan, pedoman, prosedur

operasional standar dan petunjuk teknis.

1.11 Pelaksanaan kebijakan pengelolaan koleksi dinilai terkait

keefektivitasan penerapannya mencakup:
1.11.1 Pencapaian terhadap target;
1.11.2 Pencapaian terhadap sasaran;

1.11.3 Pencapaian terhadap tujuan.

. Peralatan dan perlengkapan

2.1

2.2

Peralatan

2.1.1 Alat pendokumentasian
2.1.2 Alat presentasi

2.1.3 Alat tulis

2.1.4 Alat transportasi
Perlengkapan

2.2.1 Referensi

2.2.2 Koneksi internet
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3. Peraturan yang diperlukan
3.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015

tentang Museum

4. Norma dan standar
4.1 Norma
(Tidak ada.)
4.2 Standar
4.2.1 Pedoman museum indonesia

4.2.2 Modul edukator museum

PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks penilaian

1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan
peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen
yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji
Kompetensi (TUK) yang aman.

1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati
bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan
konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta,
sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode
tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi,
verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang

relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Peraturan perundangan terkait museum
3.1.2 Pedoman museum Indonesia

3.1.3 Kebijakan edukasi di museum
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3.1.4 Penyusunan kebijakan organisasi
3.1.5 Koleksi museum
3.1.6 Pengunjung museum
3.2 Keterampilan
3.2.1 Berkomunikasi

3.2.2 Bekerjasama dalam tim

. Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Cermat

4.2 Komunikatif

4.3 Teliti

4.4 Disiplin

4.5 Bertanggung jawab

. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam menganalisis konsep kebijakan edukasi dan

penyampaian informasi koleksi

5.2 Ketelitian dalam merumuskan kebijakan edukasi dan penyampaian

informasi koleksi
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KODE UNIT

JUDUL UNIT

DESKRIPSI UNIT

R.91MUS02.009.2

Melaksanakan Program Edukasi di Museum
Berbasis Penguatan Karakter Bangsa

Unit kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja
yang dibutuhkan dalam  melaksanakan
program edukasi di museum  berbasis

penguatan karakter bangsa.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Melakukan kajian untuk 1.1 Tujuan kajian program edukasi

menyusun materi
rancangan program

edukasi

berbasis penguatan karakter
bangsa ditetapkan sesuai visi dan
misi museum.

1.2 Prosedur kajian program edukasi
ditetapkan sesuai dengan penguatan
karakter bangsa.

1.3 Kurikulum jenjang pendidikan
anak usia dini, dasar, dan
menengah diidentifikasi sebagai
acuan untuk menyusun materi
rencana program edukasi bersama
dengan kurator dan tenaga pendidik.

1.4 Hasil materi rencana program
dianalisis sesuai dengan tujuan
program edukasi.

1.5 Hasil analisis dirumuskan menjadi
hasil kajian materi rencana program
edukasi berbasis penguatan karakter
bangsa.

2. Menyusun program
edukasi untuk jenjang
pendidikan anak usia
dini, dasar, dan

menengah

2.1 Prinsip dan prosedur rancangan
program edukasi ditetapkan sesuai
dengan penguatan karakter bangsa.

2.2 Rancangan program edukasi disusun
berdasarkan materi rencana program
edukasi.

2.3 Materi rencana program edukasi
dikoordinasikan kepada seluruh
pengelola museum dan tenaga
pendidik anak usia dini, dasar, dan
menengah, untuk diuji
kelayakannya.
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ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

2.4 Hasil uji kelayakan dijadikan sebagai
rancangan program edukasi untuk
dapat dilaksanakan.

2.5 Rancangan program edukasi
dilaporkan kepada kepala museum.
3. Melaksanakan program 3.1 Pelaksana program edukasi
edukasi berbasis direkomendasikan kepada kepala
penguatan karakter museum.
bangsa 3.2 Prosedur program edukasi
ditetapkan sesuai dengan kebijakan
edukasi.
3.3 Kegiatan program edukasi
dilaksanakan berbasiskan

penguatan karakter bangsa.

4. Evaluasi pelaksanaan 4.1 Metode evaluasi ditentukan sesuai
program edukasi berbasis tujuan evaluasi.
penguatan karakter 4.2 Kelebihan dan kekurangan kegiatan
bangsa edukasi diidentifikasi berdasarkan

umpan balik pelaksanaan.

4.3 Rangkuman hasil penilaian
pelaksanaan kegiatan edukasi di
museum disimpulkan sesuai dengan
hasil evaluasi.

4.4 Hasil evaluasi program edukasi
direkomendasikan kepada atasan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1

1.2

1.3

Unit kompetensi ini berlaku untuk edukator dalam menyusun dan
mengevaluasi kebijakan edukasi di museum.

Program edukasi berbasis penguatan karakter bangsa ditujukan
untuk peserta didik, yang terdiri atas pendidikan anak usia dini,
siswa sekolah dasar, siswa sekolah menengah pertama, siswa
sekolah menengah atas, dan siswa sekolah menengah kejuruan.
Karakter bangsa adalah upaya kolektif sistemik untuk mewujudkan
kehidupan bangsa dan negaranya sesuai dengan dasar dan ideologi,
konstitusi, haluan negara, serta potensi kolektifnya dalam konteks
kehidupan nasional, regional, dan global yang berkeadaban. Delapan

karakter prioritas untuk pembangunan karakter bangsa yaitu
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kejujuran, rasa tanggung jawab, suka belajar dan berprestasi,

disiplin diri, keteguhan/pantang menyerah, penghargaan atas

keberagaman, semangat berbagi, dan rasa optimis, kreatif positif.

1.4 Kurikulum jenjang pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah
berbasis karakter bangsa digunakan sebagai acuan dalam menyusun
materi program edukasi.

1.5 Prinsip rancangan program edukasi, adalah sebagai berikut:

1.5.1 Partisipatif, disusun bersama para pemangku kepentingan
dan bersifat bottom-up;

1.5.2 Berbasis penguatan karakter bangsa, yang jejaringnya
meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan
lingkungan masyarakat;

1.5.3 Aplikatif, mudah diterapkan;

1.5.4 Berkelanjutan dan mengikuti perkembangan terkini.

1.6 Prosedur rancangan program edukasi, adalah sebagai berikut:

1.6.1 Kajian untuk penyusunan rancangan program dilakukan;

1.6.2 Rancangan program edukasi disusun;

1.6.3 Rancangan program dikoordinasikan dengan tim pelaksana;

1.6.4 Uji kelayakan program edukasi dilakukan;

1.6.5 Program edukasi dilaksanakan oleh tim pelaksana;

1.6.6 Program edukasi dievaluasi.

1.7 Pelaksana program edukasi merupakan tim yang terdiri dari kurator,
edukator, penata pameran, desain grafis, serta tenaga Hubungan

Masyarakat dan marketing.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan
2.1.1 Alat pendokumentasian
2.1.2 Alat presentasi
2.1.3 Alat tulis
2.1.4 Alat transportasi

2.2 Perlengkapan
2.2.1 Referensi

2.2.2 Koneksi internet
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3. Peraturan yang diperlukan

3.1

3.2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang
Penguatan Pendidikan Karakter
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015

tentang Museum

4. Norma dan standar

4.1

4.2

Norma

(Tidak ada.)

Standar

4.2.1 Pedoman museum indonesia
4.2.2 Modul edukator museum

4.2.3 Kurikulum sekolah

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1

1.2

1.3

Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan
peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen
yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji
Kompetensi (TUK) yang aman.

Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama
dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks
asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber
daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode
tes lisan, tes tertulis, observasi - tempat kerja/demonstrasi/
simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain

yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

